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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Setiap universitas atau perguruan tinggi tentunya sangat mengharapkan 
memiliki lulusan yang kompeten, unggul dan memiliki bekal yang mumpuni untuk 
terjun ke dunia kerja. Bekal tersebut dapat diperoleh melalui pembelajaran selama 
kuliah, pengalaman berorganisasi maupun pengetahuan dari sumber lainnya. Dalam 
hal ini Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memiliki sebuah program Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) yang bertujuan untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan 
pengalaman para mahasiswa dalam bekerja di sebuah instansi, sebelum nantinya 
terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya. 
Dalam program PKL ini mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan 
potensinya dan meningkatkan rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang 
diberikan selama PKL, khususnya bidang kerja yang sesuai dengan program 
studinya masing-masing. Setelah melaksanakan PKL, mahasiswa juga harus 
menyelesaikan laporan PKL yang harus sesuai dengan pedoman dan arahan serta 
bimbingan dari dosen pembimbingnya masing-masing. 
Untuk itu mahasiswa diharapkan agar semaksimal mungkin dalam 
melaksanakan PKL ini, karena manfaatnya akan dirasakan oleh mahasiswa itu 
sendiri dan juga pihak universitas. Pelaksanaan program PKL ini juga sebagai 
upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan agar dapat bersaing dengan lulusan 
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lainnya sesuai tuntutan dunia kerja saat ini yang makin tinggi tingkat 
persaingannya. 
Program PKL ini merupakan sarana untuk mengimplementasikan dan 
menerapkan ilmu pengetahuan yang pernah dipelajari di bangku kuliah. Untuk itu 
penting bagi para mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pembelajaran 
bagaimana yang seharusnya dilakukan pada saat mengerjakan tugas selama PKL, 
khususnya dengan pekerjaan yang sesuai dengan program studi saat kuliah. 
Alasan praktikan memilih Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, karena BKN merupakan salah satu 
Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) di Indonesia. LPNK merupakan 
lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas 
pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat 
setingkat menteri yang mengoordinasikan. BKN melaksanakan tugas pemerintahan 
di bidang manajemen kepegawaian negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
di Indonesia. Badan Kepegawaian Negara mengurus hal-hal yang berhubungan 
dengan kepegawaian negeri seperti perekrutan, kepangkatan, pensiun, status dan 
kedudukan hukum PNS, dan sebagainya. Selain itu praktikan ingin mengetahui 
bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi yang ada di lembaga pemerintahan seperti 
BKN. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Maksud dari dilakukannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini yaitu: 
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a. Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
b. Melatih praktikan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja. 
c. Melakukan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan 
praktikan. 
Tujuan Praktik Kerja Lapangan sebagai berikut: 
a. Memperoleh wawasan, ilmu dan pengalaman bagi praktikan, terkait 
dengan bidang pekerjaan yang dilakukan selama PKL. 
b. Menjadikan praktikan mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja. 
c. Mempraktikkan ilmu pengetahuan yang pernah dipelajari oleh praktikan 
selama berkuliah di program studi akuntansi. 
 
C. Kegunaan PKL 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh praktikan selama 
kurun waktu dua bulan, selain memberikan manfaat bagi praktikan sendiri tentunya 
juga bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan Instansi 
tempat praktikan melaksanakan PKL. Berikut merupakan kegunaan PKL: 
1. Bagi Praktikan 
a. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 
dalam program studi S1 Akuntansi FE UNJ. 
b. Menambah wawasan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang 
dipelajari selama perkuliahan. 
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c. Meningkatkan sikap disiplin, tanggung jawab dan profesional dalam 
menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama 
kegiatan PKL berlangsung. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menjalin hubungan kerja sama yang baik antara Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan lembaga atau instansi tempat 
praktikan menjalankan PKL. 
b. Memperoleh umpan baik dalam menyempurnakan kurikulum sesuai 
tuntutan dunia kerja saat ini sehingga dapat meningkatkan kualitas 
layanan bagi dunia kerja. 
3. Bagi Lembaga/Instansi 
a. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan antara instansi 
dan universitas. 
b. Merealisasikan program tanggung jawab sosialnya, karena telah 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan 
kegiatan PKL. 
c. Membantu dan meringankan pekerjaan para pegawai perusahaan 
dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan. 
 
D. Tempat Pelaksanaan PKL 
Berikut ini merupakan informasi singkat dari tempat praktikan melaksanakan 
PKL: 
jenis lembaga : Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) 
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nama instansi : Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat 
alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640  
telepon : 021-80882815 
e-mail : humas@bkn.go.id  
website : www.bkn.go.id  
Praktikan memilih Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai tempat 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, karena BKN merupakan Lembaga 
Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) di Indonesia yang melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. Selain itu praktikan ingin 
mengetahui sistem akuntansi yang ada di lembaga pemerintahan, untuk lebih 
memahami bagaimana penerapan akuntansi tersebut, serta kesesuaiannya dengan 
mata kuliah yang pernah praktikan pelajari, yaitu Akuntansi Pemerintahan. 
 
E. Jadwal Waktu PKL 
1. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam 
melaksanakan PKL. Pada tahap ini praktikan mempersiapkan segala 
sesuatu yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan PKL kepada 
perusahaan yang akan dituju sebagai tempat PKL. Praktikan mengisi 
form pembuatan surat di website bakh.unj.ac.id/sipermawa, selain itu 
praktikan juga membuat Curriculum Vitae serta mencetak Daftar Hasil 
Studi (DHS) untuk melengkapi persyaratan. Surat Permohonan Izin PKL 
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baru dapat diambil di BAKHUM setelah beberapa hari sejak pengisian 
form, yaitu pada tanggal 11 Juli 2019. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama kurun waktu 
dua bulan (40 hari kerja).  Pada tanggal 12 Juli 2019 praktikan datang ke 
kantor BKN untuk menyerahkan Surat Permohonan Izin PKL yang telah 
dilegalisir. Kemudian praktikan diminta datang dihari pertama PKL, 
yaitu pada 15 Juli 2019. Pada hari tersebut praktikan menerima lembar 
tata tertib, lembar daftar hadir, lembar penilaian, name tag serta surat 
balasan atas permohonan izin PKL dari staf Bagian Kinerja dan 
Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian BKN. Kemudian praktikan 
ditempatkan di unit kerja Biro Keuangan BKN. 
Pelaksanaan PKL : 15 Juli – 6 September 2019 
Durasi  : 40 hari kerja   
Waktu Pelaksanaan PKL 
Hari Kerja  : Senin – Jumat 
Jam Kerja  : Senin – Kamis : 08.00 s.d 16.00 WIB 
     Jumat   : 07.30 s.d 16.30 WIB 
Jam Istirahat : Senin – Kamis : 12.00 s.d 12.30 WIB 
     Jumat   : 11.30 s.d 12.30 WIB 
3. Tahap Pelaporan 
 Setelah kegiatan PKL selesai dilaksanakan, praktikan harus 
menyusun laporan PKL sebagai bukti pertanggung jawaban bahwa 
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praktikan benar telah melaksanakan PKL. Penyusunan laporan PKL ini 
merupakan syarat bagi setiap Mahasiswa program studi S1 Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Laporan PKL ini disusun 
sesuai dengan pedoman PKL dan arahan dari dosen pembimbing. Proses 
penyusunan laporan PKL dimulai pada awal bulan Agustus dan terus 
berlanjut hingga praktikan selesai melaksanakan PKL.
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
Berdirinya BKN diawali dengan nama Kantor Urusan Pegawai (KUP), yang 
dibentuk untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kedudukan dan 
gaji Pegawai Negeri serta mengawasi supaya peraturan-peraturan tersebut 
dijalankan dengan tepat. Kantor Urusan Pegawai (KUP) inilah yang menjadi cikal 
bakal terbentuknya BAKN, sehingga tanggal 30 Mei 1948 ditetapkan sebagai 
tanggal lahirnya Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). 
Pada awalnya Kantor Urusan Kepegawaian (KUP) dibentuk berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 yang berkedudukan di Yogyakarta, 
sedangkan perwakilan KUP untuk wilayah Indonesia bagian timur berkedudukan 
di Makasar. KUP diperuntukkan khusus menangani pegawai pemerintah Republik 
Indonesia, sedangkan pegawai yang mengabdi pada pemerintah Hindia Belanda 
dikelola oleh Djawatan Umum Urusan Pegawai (DUUP) yang dibentuk 
berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 13 Tahun 1948. 
Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah merasa perlu untuk 
memusatkan urusan kepegawaian di Indonesia yang sebelumnya telah 
diselenggarakan oleh KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta. Berdasarkan PP 
No. 32 Tahun 1950, kedua lembaga tersebut dilebur menjadi satu dan diberi nama 
KUP yang berkedudukan di Jakarta. Pada dasarnya tugas pokok KUP menurut PP 
No. 11 Tahun 1948 adalah mengurus kedudukan dan gaji Pegawai Negeri serta 
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mengatasi supaya peraturan kepegawaian dijalankan dengan tepat. Meskipun KUP 
sudah terbentuk pada saat itu, tetapi belum cukup berfungsi, karena tata usaha 
kepegawaiannya masih dianggap belum teratur dan tidak dapat dilakukan 
pembinaan tata usaha kepegawaian dengan baik. 
 Peran aparatur negara semakin dirasakan, pemerintah menganggap perlu 
menetapkan kembali kedudukan, fungsi, tugas, dan organisasi KUP. Pandangan ini 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 beserta 
peraturan pelaksanaannya yang dimaksud dalam Keputusan Perdana Menteri RI 
Nomor 30/PM/1951 tanggal 7 April 1951. Selaras dengan maksud tersebut, maka 
KUP yang merupakan institusi yang bertugas melakukan pembinaan kepegawaian 
diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Penetapan Peraturan Pemerintah ini 
juga sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961. 
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972, maka kedudukan, 
fungsi, tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelola kepegawaian, 
semakin dikembangkan. BAKN ditetapkan sebagai sebuah lembaga pemerintah 
non departemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan 
mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga dapat 
tercapai kelancaran jalannya pemerintahan. 
Untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada PNS di 
daerah, BAKN telah membentuk beberapa Kantor Wilayah dengan tugas dan fungsi 
sebagaimana tercantum pada pasal 2 Keputusan Kepala BAKN Nomor 
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55/KEP/1997 tanggal 9 Desember 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Wilayah BAKN yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BAKN di 
wilayah kerjanya berdasarkan kebijaksanaan Kepala BAKN dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dengan Keputusan Kepala BAKN Nomor 
211/KEP/1984 tanggal 10 Juli 1984 dibentuk Kantor Wilayah I BAKN di 
Yogyakarta; Keputusan Kepala BAKN Nomor 212/KEP/1984 tanggal 10 Juli 1984, 
dibentuk Kantor Wilayah II BAKN di Surabaya; Keputusan Kepala BAKN Nomor 
212/KEP/1984 tanggal 10 Juli 1984, dibentuk Kantor Wilayah III BAKN di 
Bandung. 
Selanjutnya, dengan keputusan Kepala BAKN Nomor 10/KEP/1994 tanggal 
11 Mei 1994 dibentuk Kantor Wilayah IV BAKN Ujung Pandang; Surat Keputusan 
Kepala BAKN Nomor 53/KEP/1997 tanggal 9 Desember 1997, dibentuk Kantor 
Wilayah V BAKN Jakarta; dan Surat Keputusan Kepala BAKN Nomor 
54/KEP/1997 tanggal 9 Desember 1997, dibentuk Kantor Wilayah VI BAKN 
Medan. 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah, untuk mendorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada 
daerah, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian. Atas dasar peraturan tersebut, nomenklatur BAKN diubah menjadi 
Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kemudian dengan Keputusan Kepala BKN 
Nomor 03/KEP/2000 tanggal 18 Januari 2000 dilakukan perubahan nama Kantor 
Wilayah menjadi Kantor Regional dan pembentukan Kantor Regional VII BKN 
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Palembang; Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin; dan Kantor Regional IX 
BKN Jayapura. Kantor Regional (Kanreg) BKN mempunyai tugas 
menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di 
bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di 
wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 ditetapkan 
bahwa tugas pokok BKN adalah membantu Presiden dalam penyelenggaraan 
manajemen kepegawaian negara dalam rangka terciptanya SDM aparatur negara 
profesional serta berkualitas dan bermoral tinggi, guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka 
melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tersebut, dikeluarkan 
Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 59/KEP/1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 03/KEP/2001 tanggal 2 Februari Tahun 
2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN. 
Demi mencapai tujuan dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian 
negara yang baik, berikut ini merupakan visi dan misi Badan Kepegawaian Negara 
(BKN): 
1. Visi Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang 
Profesional dan Bermartabat Tahun 2025 
2. Misi Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
a. Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Negara. 
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b. Mengembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian. 
c. Mengembangkan Manajemen Internal BKN. 
3. Misi BKN dalam Renstra 2015-2019 yaitu 
a. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pelayanan 
Kepegawaian 
b. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pengawasan dan 
Pengendalian Kepegawaian 
c. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Peraturan 
Perundang-Undangan, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai 
d. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Informasi 
Manajemen Kepegawaian 
e. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Manajemen Internal 
BKN 
 
B. Struktur Organisasi 
Praktikan akan menjelaskan fungsi dari beberapa unit kerja yang  tercantum 
dalam struktur organisasi BKN Pusat dan struktur organisasi pada Biro Keuangan, 
yaitu unit kerja dimana praktikan melaksanakan PKL. Berikut ini adalah gambar 
struktur organisasi BKN Pusat: 
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Gambar II. 1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Negara 
Sumber : Lampiran Perka BKN Nomor 19 Tahun 2014 
 
Berdasarkan gambar II.1, di bawah ini merupakan penjelasan singkat 
mengenai tugas dari masing-masing unit yang ada dalam struktur organisasi BKN 
sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja BKN: 
1. Kepala 
Kepala mempunyai tugas memimpin BKN dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya. 
 
14 
 
 
 
2. Wakil Kepala 
Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya. 
3. Sekretariat Utama 
Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, yang mempunyai tugas  
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian  
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 
BKN. 
Sekretariat Utama terdiri atas: 
a. Biro Perencanaan; 
b. Biro Keuangan; 
c. Biro Kepegawaian; 
d. Biro Umum; dan 
e. Biro Hubungan Masyarakat. 
4. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian 
Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis 
di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri 
Sipil, dan jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN.  
Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian terdiri atas: 
a. Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara; 
b. Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara; 
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c. Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara; dan 
d. Direktorat Peraturan Perundang-undangan. 
5. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian 
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
pengadaan, kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dan 
kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil, administrasi pensiun Pejabat 
Negara dan mantan Pejabat Negara.  
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri atas: 
a. Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan; 
b. Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; dan 
c. Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian. 
6. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian 
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis 
di bidang sistem informasi manajemen Kepegawaian. 
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian terdiri atas: 
a. Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian; 
b. Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian; 
c. Direktorat Arsip Kepegawaian I; dan 
d. Direktorat Arsip Kepegawaian II. 
7. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
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Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas 
melaksanakannpenyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 
teknis pengawasan dan pengendalian di bidang mutasi kepegawaian, 
kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas Pegawai 
Negeri Sipil, serta jabatan fungsional.  
Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri atas: 
a. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, 
Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan; 
b. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan, 
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; 
c. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan, 
Kesejahteraan, dan Kinerja; dan 
d. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, 
Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil. 
8. Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pegawai, dan 
pertimbangan formasi pegawai, serta standardisasi dan kompetensi 
jabatan. Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi terdiri atas: 
a. Bidang Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara; 
b. Bidang Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil Negara; 
c. Bidang Penyusunan Standardisasi Jabatan; 
d. Subbagian Tata Usaha; dan 
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e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
9. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian 
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 
pembinaan jabatan fungsional kepegawaian.  
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian terdiri atas: 
a. Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kepegawaian; 
b. Bidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian; 
c. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Jabatan Fungsional 
Kepegawaian; 
d. Subbagian Tata Usaha; dan 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
10. Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara 
Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis sistem 
rekrutmen dan pengelolaan teknologi informasi sistem seleksi dan 
fasilitasi penyelenggaraan seleksi.  
Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara terdiri 
atas: 
a. Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen; 
b. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi; 
c. Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi; 
d. Subbagian Tata Usaha; dan 
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e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
11. Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara 
Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas 
melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi dan 
potensi Aparatur Sipil Negara, melaksanakan pengembangan standar 
penilaian kompetensi, akreditasi lembaga penilaian kompetensi, 
melakukan monitoring dan evaluasi hasil penilaian kompetensi dan 
potensi Aparatur Sipil Negara.  
Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara terdiri atas: 
a. Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi; 
b. Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi; 
c. Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penilaian Kompetensi; 
d. Subbagian Tata Usaha; dan 
e. Kelompok Jabatan Fungsional 
12. Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara 
Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas 
merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasi 
program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan 
pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan 
pelatihan fungsional kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan ilmu 
kepegawaian, serta menetapkan kerja sama, fasilitasi, dan sertifikasi 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen Aparatur Sipil 
Negara.  
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Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara terdiri atas: 
a. Bagian Umum; 
b. Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil 
Negara; 
c. Bidang Pengelolaan Pendidikan Ilmu Kepegawaian; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 
13. Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian 
Pusat pengkajian dan Penelitian Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang 
kepegawaian.  
Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian terdiri atas: 
a. Subbagian Tata Usaha; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 
14. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian 
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan analisis/ telaahan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan 
bimbingan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan inventarisasi 
implementasi kebijakan kepegawaian serta memberikan bantuan hukum. 
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian terdiri atas: 
a. Bidang Konsultasi Hukum Kepegawaian; 
b. Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian; 
c. Subbagian Tata Usaha; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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15. Inspektorat 
Inspektorat adalah unsur pengawasan intern BKN yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif 
dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama. Inspektorat menyelenggarakan 
fungsi penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; pelaksanaan 
pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, 
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan 
pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; penyusunan 
laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan pelayanan administrasi 
Inspektorat. 
Inspektorat terdiri atas: 
a. Subbagian Tata Usaha; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Sedangkan untuk struktur organisasi pada Biro Keuangan dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini: 
 
Gambar II. 2 Struktur Organisasi Biro Keuangan Badan Kepegawaian 
Negara 
Sumber : Lampiran Perka BKN Nomor 19 Tahun 2014 
Dalam melaksanakan tugasnya Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembayaran, dan penggajian 
pegawai 
2. Pelaksanaan tata laksana dan pengolahan data keuangan 
3. Pelaksanaan verifikasi akuntansi dan pelaporan, serta 
pertanggungjawaban keuangan BKN 
4. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembukuan perbendaharaan 
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5. Penyiapan dan pengusulan pejabat pengelola keuangan BKN dan Kantor 
Regional BKN 
 Sesuai dengan gambar II.2, berikut ini merupakan penjelasan tugas dari 
masing-masing bagian dan subbagian yang ada di Biro Keuangan: 
1. Bagian Perbendaharaan 
Bagian Perbendaharaan bertugas untuk melaksanakan pengelolaan 
belanja pegawai dan belanja non pegawai serta pengendalian 
pengawasan pembukuan perbendaharaan. Dalam melaksanakan 
tugasnya tersebut, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi 
penyiapan bahan pengelolaan penggajian dan tunjangan pegawai, 
penyiapan bahan pembinaan teknis pembayaran belanja lainnya, dan 
penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pada Biro 
Keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian 
Perbendaharaan membawahi tiga Subbagian yaitu: 
a. Subbagian Pengelolaan Belanja Pegawai 
Subbagian ini bertugas melakukan penyiapan, pengolahan 
penggajian dan tunjangan, melakukan pembayaran gaji dan 
tunjangan, uang lembur, serta pengendalian tata naskah gaji pegawai 
BKN Pusat. 
b. Subbagian Pengelolaan Belanja Lainnya  
Subbagian ini bertugas melakukan penyiapan, pengelolaan, dan 
pembayaran keuangan dan belanja lainnya pada BKN Pusat. Jenis 
belanja lainnya yang ada di lingkungan BKN yaitu belanja barang 
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dan belanja modal. Belanja barang dapat berupa pengeluaran untuk 
perjalanan dinas, jamuan makan, alat tulis kantor, pengeluaran untuk 
sewa, jasa konsultan, jasa profesi dan lainnya. Sedangkan untuk 
belanja modal dapat meliputi pembelian tanah, mesin, komputer, 
berikut biaya instalasinya. Jenis belanja yang telah disebutkan sesuai 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 
tentang klasifikasi anggaran. 
c. Subbagian Tata Usaha  
Subbagian ini mempunyai tugas melakukan penerimaan, 
pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara 
manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, pengelolaan 
kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Biro Keuangan. 
2. Bagian Verifikasi 
 Bagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengujian dokumen 
keuangan BKN Pusat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bagian 
Verifikasi menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pengolahan data 
keuangan BKN Pusat, penyiapan bahan pengujian dan penyiapan Surat 
Permintaan Pembayaran/ Surat Perintah Membayar BKN Pusat, dan 
penyiapan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan 
pemeriksaan pertanggungjawaban realisasi keuangan di lingkungan 
BKN. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Bagian 
Verifikasi membawahi dua Subbagian yaitu: 
a. Subbagian Verifikasi Belanja Pegawai 
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Subbagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
pengujian dan pengendalian Surat Permintaan Pembayaran/ Surat 
Perintah Membayar, penyiapan Surat Perintah Membayar, verifikasi 
realisasi keuangan serta pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang 
terkait dengan belanja pegawai di lingkungan BKN. 
b. Subbagian Verifikasi Belanja Lainnya 
Subbagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
pengujian dan pengendalian Surat Permintaan Pembayaran/ Surat 
Perintah Membayar, pengujian kontrak kerja dengan pihak ketiga, 
penyiapan Surat Perintah Membayar, verifikasi realisasi keuangan 
serta pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan belanja 
lainnya di lingkungan BKN. 
4. Bagian Akuntansi dan Pelaporan 
Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 
akuntansi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi 
keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Akuntansi dan 
Pelaporan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan akuntansi 
keuangan BKN Pusat dan penyiapan bahan pembuatan laporan 
pertanggungjawaban realisasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya, Bagian Akuntansi dan Pelaporan membawahi tiga Subbagian 
yaitu: 
a. Subbagian Pengolahan Data Keuangan  
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Subbagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
pengolahan data Surat Permintaan Pembayaran/ Surat Perintah 
Membayar di lingkungan BKN Pusat, perencanaan metode 
pengolahan dan penyajian informasi data keuangan, pelaksanaan 
analisis, pengolahan, dan pengintegrasian data keuangan. 
b. Subbagian Akuntansi  
Subbagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
akuntansi keuangan di lingkungan BKN Pusat. 
c. Subbagian Pelaporan  
Subbagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan pemeriksaan 
pertanggungjawaban realisasi keuangan serta pembuatan laporan 
pertanggungjawaban realisasi keuangan di lingkungan BKN. 
 
C. Kegiatan Umum 
 Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki tugas utama yakni 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi BKN antara lain 
menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 (Perka BKN 
Nomor 19 Tahun 2014) yaitu: 
1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen 
kepegawaian; 
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2. Penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta 
status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil; 
3. Penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan mantan 
Pejabat Negara; 
4. Penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian; 
5. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen 
kepegawaian; 
6. Penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai 
Negeri Sipil; 
7. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen Pegawai Negeri 
Sipil; 
8. Penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian; 
9. Pelaksanaan bantuan hukum; 
10. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen 
kepegawaian; 
11. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh 
unit organisasi di lingkungan BKN; dan 
12. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya 
27 
 
 
 
BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 40 hari kerja, 
dimulai dari Senin 15 Juli 2019 hingga Jumat 6 September 2019 di Subbagian 
Pengelolaan Belanja Lainnya BKN Pusat. Subbagian Pengelolaan Belanja Lainnya 
bertugas melakukan penyiapan, pengelolaan, dan pembayaran keuangan dan 
belanja lainnya.  
Sementara itu, tugas atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh  Praktikan selama 
PKL antara lain: 
1. Membuat dokumen penyampaian SPT PPh Pasal 22, diantaranya: 
a. Membuat Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 pada aplikasi eSPT 
b. Membuat salinan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 untuk lapor ke 
KPP dan sebagai arsip 
2. Membuat dokumen penyampaian SPT PPh Pasal 23, diantaranya: 
a. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 pada aplikasi eSPT 
b. Membuat Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 pada aplikasi eSPT 
c. Membuat salinan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 untuk lapor ke 
KPP dan sebagai arsip 
3. Membuat dokumen penyampaian SPT PPN, diantaranya: 
a. Membuat Daftar Faktur PPN pada aplikasi eSPT 
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b. Membuat salinan Surat Setoran Pajak PPN dan Faktur Pajak untuk 
lapor ke KPP dan disimpan sebagai arsip. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Pada hari pertama PKL, praktikan ditemani oleh Kepala Subbagian 
Pengelolaan Belanja Lainnya, yaitu Ibu Asri untuk memperkenalkan diri kepada 
beberapa pegawai di Subbagian Pengelolaan Belanja Lainnya dan pembimbing 
PKL yang bernama Mbak Veiny. Setelah memperkenalkan diri, praktikan mulai 
diberikan arahan untuk mengerjakan tugas. Selama praktikan melaksanakan PKL 
di BKN, praktikan mengisi daftar tugas atau pekerjaan harian pada lembar Log 
Harian PKL di BKN yang dapat dilihat pada Lampiran 6. Selain itu praktikan juga 
diharuskan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Biro Kepegawaian (Lampiran 
5) dan juga daftar hadir dari Fakultas Ekonomi UNJ (Lampiran 4). 
Sebelum memulai tugas, praktikan dipandu oleh Pak Edy untuk mempelajari 
beberapa sistem dan aplikasi yang sering digunakan oleh Subbagian Pengelolaan 
Belanja Lainnya yaitu SIAVA, SIMPONI, OM-SPAN, dan eSPT. Berikut 
penjelasan secara sederhana mengenai fungsi sistem tersebut: 
1. SIAVA (Sistem Aplikasi Verifikasi Anggaran) 
SIAVA baru diimplementasikan oleh Biro Keuangan BKN mulai tahun 
anggaran 2015 pada unit kerja BKN Pusat dan Kantor Regional BKN. 
Aplikasi ini digunakan untuk membantu mengelola dokumen tagihan dan 
sebagai standarisasi kelengkapan atau syarat dokumen tagihan. Tujuan 
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penerapan sistem ini untuk mewujudkan dokumen pertanggungjawaban 
keuangan yang akuntabel dan transparan berbasis teknologi informasi.  
2. SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) 
Sistem ini dikelola oleh DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) untuk 
memfasilitasi pembayaran atau penyetoran PNBP (Penerimaan Negara 
Bukan Pajak) dan penerimaan non anggaran. 
3. OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara) 
Aplikasi ini digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan menyajikan informasi 
sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. OM-SPAN 
dibuat dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, 
terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN.  
4. eSPT (Surat Pemberitahuan Tahunan Elektronik) 
Aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan dalam 
penyampaian SPT. eSPT merupakan aplikasi yang digunakan oleh praktikan 
dalam melaksanakan tugas harian PKL yang diberikan oleh pembimbing. 
 
Setelah mempelajari sistem yang sering digunakan oleh Subbagian 
Pengelolaan Belanja Lainnya, praktikan mulai diberi arahan untuk melaksanakan 
tugas yang diberikan oleh pembimbing. Tugas tersebut menggunakan aplikasi eSPT 
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal untuk membuat dokumen 
penyampaian SPT, dibutuhkan dokumen sebagai acuan yaitu Surat Perintah 
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Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP). SPM adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai surat 
perintah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa 
Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah untuk mencairkan dana APBN. 
Sedangkan SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke 
kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.  
SPM dan SSP dari masing-masing satuan kerja disampaikan kepada KPPN 
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Apabila SPM yang diajukan telah 
memenuhi persyaratan, maka diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 
SP2D merupakan surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN 
untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Kemudian 
KPPN melakukan pencairan dana APBN atas beban Kas Negara dengan 
menerbitkan SP2D kepada pihak penerima dana. Apabila transaksi tersebut 
berhubungan dengan pihak ketiga, maka KPPN langsung melakukan transfer dana 
ke pihak yang bersangkutan tersebut, dana tersebut telah dipotong pajak yang 
dikenakan sesuai dengan objeknya. SPM dan SSP tersebut diperoleh praktikan dari 
petugas pengantar SPM setelah diotorisasi oleh KPPN. Selain harus mengacu pada 
SPM dan SSP, proses penyampaian eSPT ini juga membutuhkan nomor dan tanggal 
SP2D yang dapat diakses melalui website OM-SPAN. Berikut ini merupakan 
penjabaran dari tugas yang dilaksanakan praktikan selama kegiatan PKL: 
1. Membuat dokumen penyampaian SPT PPh Pasal 22 
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Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak 
Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau 
pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan 
berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Berdasarkan penjelasan 
Pasal 22 UU PPh, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak, salah satunya 
adalah Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga 
negara lainnya. 
Transaksi PPh 22 merupakan tanggung jawab pihak ketiga, dimana 
dalam hal pembuatan SSP pihak ketiga lah yang akan menjadi wajib 
pajaknya. Dalam hal ini Bendahara Pengeluaran BKN ditunjuk sebagai pihak 
pemungut PPh 22 sesuai penjelasan di atas. Tarif pajak yang dipungut oleh 
Bendahara Pengeluaran BKN adalah yang berkaitan dengan  transaksi atas 
pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, 
BUMN/BUMD yaitu sebesar 1,5% dari harga pembelian. Setelah melakukan 
pelaporan pajak ke KPP oleh BKN, pihak ketiga akan mendapatkan SSP 
lembar kesatu dan ketiga sebagai bukti telah dilakukannya pelaporan atas PPh 
22 tersebut oleh pihak BKN. Contoh transaksi PPh Pasal 22 yang praktikan 
lampirkan merupakan transaksi atas pengadaan keperluan perkantoran yang 
sesuai dengan uraian SSP PPh Pasal 22, yang dapat dilihat pada Lampiran 8. 
Berikut ini merupakan tahap-tahap yang dilakukan oleh praktikan dalam 
membuat dokumen penyampaian SPT PPh Pasal 22: 
a. Membuat Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 
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Dalam membuat Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 pada aplikasi eSPT 
dokumen yang dibutuhkan adalah SSP PPh 22 yang terdapat pada Lampiran 
8. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat Surat Setoran 
Pajak PPh Pasal 22 pada aplikasi eSPT berdasarkan SSPnya: 
1) Mula-mula praktikan membuka sistem eSPT PPh Pasal 22 pada 
komputer. 
2) Ketika sistem eSPT PPh Pasal 22 sudah terbuka, lalu akan muncul 
connect to database pilih “dbpph22”. Setelah itu login di sistem 
eSPT PPh Pasal 22, dapat dilihat pada Lampiran 9. 
3) Pilih menu Program pada bagian kiri atas. 
4) Pilih submenu Buka SPT Yang Ada. 
5) Pilih Masa Pajak dan Tahun Pajak “Juni 2018”. 
6) Kemudian klik Buat, pilih opsi Buka SPT untuk diedit kembali/ 
revisi, setelah itu klik OK. Langkah ini dapat dilihat pada Lampiran 
10. 
7) Setelah membuat SPT masa yang akan dikerjakan, pilih menu SPT 
PPh. 
8) Pilih Daftar Surat Setoran Pajak PPh 22, Atas Pembelian Barang 
oleh Bendaharawan. 
9) Klik Baru, untuk mulai mengisi form. 
10) Isi NPWP rekanan. Pada contoh transaksi ini, praktikan memilih PT. 
Cipta Karya Abadi sesuai dengan SSP. 
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11) Isi kolom NTPN. Dalam hal ini, NTPN diisi sesuai dengan Nomor 
SP2D dengan ditambah “0” pada digit terakhir, yaitu 
1808813030213200. 
12) Isi Tanggal Pembayaran SSP sesuai tanggal SP2D, yaitu 22/06/2018. 
13) Isi nominal Harga Perolehan sebesar Rp. 14.000.000, hasil ini 
diperoleh dari Rp. 210.000 / 1.5% (nilai PPh 22 dibagi tarif). 
14) Isi nominal PPh yang Dipungut sebesar Rp. 210.000 sesuai dengan 
SSP. Apabila form telah diisi, tampilannya dapat dilihat pada 
Lampiran 11.  
15) Kemudian klik Simpan. 
16) Apabila proses penyampaian SPT PPh Pasal 22 pada aplikasi eSPT  
untuk masa pajak Juni 2018 telah selesai, langkah selanjutnya adalah 
mencetak hasil pekerjaan tersebut. Caranya dengan pilih menu SPT 
Tools, klik Menu Cetakan, ubah masa pajak dan tahun pajak menjadi 
“06/2018”. 
17) Selanjutnya, praktikan menceklis opsi Daftar SSP PPh 22 atas 
Pembelian Barang oleh Bendaharawan dan PPh Pasal 22 Induk, 
selanjutnya klik Cetak. Langkah ini dapat dilihat pada Lampiran 12. 
18) Dokumen hasil cetakan tersebut berupa SPT Induk PPh 22 yang 
dapat dilihat pada Lampiran 13 dan Daftar SSP PPh 22 seperti pada 
Lampiran 14. SPT Induk PPh 22 dan Daftar SSP PPh 22 yang telah 
dicetak tersebut akan dilampirkan pada saat lapor pajak ke KPP. 
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b. Membuat salinan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 untuk lapor ke KPP 
dan sebagai arsip. 
Setelah praktikan membuat Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 pada 
aplikasi eSPT, langkah selanjutnya yaitu membuat salinan SSP. Tujuan dari 
penggandaan SSP ini nantinya akan digunakan sebagai dokumen pendukung 
saat lapor pajak ke KPP dan juga sebagai arsip instansi, berikut langkah-
langkahnya: 
1) Mula-mula praktikan mengambil semua SSP PPh Pasal 22 dari 
odnernya masing-masing secara per bulan. 
2) Kemudian  praktikan  memisahkan SSP (asli) PPh 22 dari dokumen 
transaksi lainnya. 
3) Setelah itu praktikan menggandakan SSP tersebut sebanyak dua 
rangkap sesuai tujuan yang telah dijelaskan diatas. Jumlah SSP yang 
digandakan tersebut haruslah sama dengan jumlah transaksi PPh 22 
yang telah diinput pada aplikasi eSPT. Misalnya, jika transaksi bulan 
Maret yang telah diinput ke eSPT sebanyak 30 transaksi, maka SSP 
yang digandakan juga harus berjumlah 30 transaksi. 
 
2. Membuat dokumen penyampaian SPT PPh Pasal 23 
PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa 
atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pada 
umumnya, jenis penghasilan yang tertera pada PPh Pasal 23 terjadi saat 
adanya transaksi antara dua pihak, yaitu pihak yang menerima penghasilan 
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atau penjual akan dikenakan PPh pasal 23 dan pihak  pemberi penghasilan 
atau pembeli, dalam hal ini adalah Bendahara Pengeluaran BKN akan 
memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. 
Berbeda dari transaksi PPh 22 dan PPN, pihak yang bertanggung jawab 
untuk transaksi PPh 23 adalah Bendahara Pengeluaran BKN yang pada saat 
pembuatan SSP akan menjadi pihak wajib pajak. Oleh karena itu pihak ketiga 
akan mendapatkan bukti potong dari BKN sebagai bukti bahwa transaksi 
tersebut telah dipotong dan dilaporkan PPh 23nya. Objek pajak PPh 23 yang 
dipungut oleh Bendahara Pemerintah adalah penghasilan yang dibayarkan 
kepada pihak lain/ rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan 
dengan penggunaan harta (selain tanah/bangunan), seperti sewa kendaraan 
atau sewa sound system dan penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan 
jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain. Tarif yang 
dikenakan sebesar 2% dari jumlah bruto. 
Contoh transaksi yang terdapat pada uraian SSP PPh 23 adalah transaksi 
pembayaran atas jasa konstruksi, dapat dilihat pada Lampiran 16. Transaksi 
ini masuk ke dalam kelompok imbalan jasa yang akan dikenakan tarif 2% dari 
jumlah brutonya. Berikut ini merupakan tahap-tahap yang dilakukan oleh 
praktikan dalam membuat dokumen penyampaian SPT PPh Pasal 23: 
a. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 
Dalam membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 pada aplikasi eSPT 
dibutuhkan SPM beserta SSP PPh 23 yang terdapat pada Lampiran 15 dan 
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16. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat 
bukti potong PPh Pasal 23 berdasarkan SPM dan SSP: 
1) Praktikan membuka sistem eSPT PPh Pasal 23 pada komputer. 
2) Ketika sistem eSPT PPh Pasal 23 sudah terbuka, lalu akan muncul 
connect to database pilih “dbpph23”. Setelah itu login di sistem 
eSPT PPh Pasal 23 (Lampiran 17). 
3) Pilih menu Program pada bagian kiri atas. 
4) Pilih submenu Buat SPT Baru. 
5) Pilih Masa Pajak “Maret”. 
6) Pilih Tahun Pajak “2019”. 
7) Kemudian pilih Buat. 
8) Setelah membuat masa pajak baru, pilih menu Program kembali 
9) Lalu pilih Buka SPT Yang Ada. 
10) Pilih Masa Pajak “Maret 2019”, lalu klik Buka, selanjutnya pilih opsi 
“Buka SPT untuk diedit kembali/ revisi”, setelah itu klik “ok” 
(Lampiran 18). 
11) Kemudian pilih menu SPT PPh, klik submenu Bukti Potong PPh 
Pasal 23. 
12) Setelah itu dilanjutkan dengan mengisi form, mula-mula isikan 
nomor bukti dengan format No, Urut/No.SP2D/Tahun Pajak. Pada 
transaksi kali ini praktikan isi dengan 
00027/190881303003904/2019. No. SP2D dan tahun pajak dapat 
dilihat pada Lampiran 16. 
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13) Dilanjutkan dengan mengisi Tanggal Pemotongan yang disesuaikan 
dengan Tanggal SP2D yaitu 01/03/2019. 
14) Kemudian isi identitas WP, dengan memilih CV. Mitra Jaya 
Wardani sesuai dengan lampiran 15. 
15) Berdasarkan contoh transaksi, jenis jasa yang dipotong PPh 23 
adalah jasa konstruksi, yang mana dalam hal ini masuk ke jenis jasa 
lain, maka dari itu praktikan memilih kelompok jasa perbaikan dll, 
kemudian praktikan mengisi nominal pada Jumlah Penghasilan 
Bruto, yang nilainya diketahui dengan cara = Nilai PPh / 2% (Rp. 
3.616.909 / 2%), maka didapatkan hasil Rp. 180.845.450. Nilai  
tersebutlah yang dimasukkan ke Jumlah Penghasilan Bruto, klik tab, 
kemudian akan muncul secara otomatis nilai PPh 23 nya. 
16) Setelah selesai mengisi form, klik Simpan (Lampiran 19). 
b. Membuat Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 
Setelah praktikan selesai membuat bukti potong PPh 23 masa pajak 
Maret 2019, kemudian praktikan melakukan tahap selanjutnya, yaitu 
membuat Surat Setoran Pajak PPh 23. Berikut ini adalah langkah-
langkahnya: 
1) Pilih menu SPT PPh. 
2) Pilih submenu Daftar Surat Setoran Pajak (SSP)/ Bukti 
Pemindahbukuan (PBK). 
3) Klik Daftar Surat Setoran Pajak (SSP). 
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4) Kemudian klik “Baru” pada kiri bawah dan akan muncul seperti 
pada Lampiran 20. 
5) Pilih Kode Jenis Setoran 104, sesuai dengan SSP. 
6) Isi kolom NTPN. Dalam hal ini, NTPN diisi sesuai dengan Nomor 
SP2D, dengan ditambah “0” pada digit terakhir, yaitu 
1908813030039040. 
7) Isi Jumlah Pembayaran sebesar Rp. 3.616.909. Nilai tersebut 
merupakan nilai PPh 23 yang akan dipungut. 
8) Isi Tanggal Setor sesuai Tanggal SP2D, yaitu 01/03/2019. 
9) Lalu klik Simpan. 
10) Kedua nominal dari Jumlah Total yang sudah balance,  
menggambarkan bahwa transaksi Bukti Potong dan SSP PPh 23 
yang telah diinput dianggap benar dan tidak ada kesalahan dalam 
memasukkan nominalnya, dapat dilihat pada Lampiran 20 bagian 
akhir. 
11) Apabila proses penyampaian SPT PPh Pasal 23 pada aplikasi eSPT  
untuk masa pajak Maret 2019 telah selesai, langkah selanjutnya 
adalah mencetak hasil pekerjaan tersebut. Caranya dengan pilih 
menu SPT Tools, klik Menu Cetakan, ubah masa pajak dan tahun 
pajak menjadi “03/2019”, dapat dilihat pada Lampiran 21. 
12) Selanjutnya, praktikan menceklis opsi Daftar Bukti Pemotongan 
PPh  23/26, PPh Pasal 23/26 Induk, dan Bukti Pemotongan PPh 23 
berdasarkan contoh transaksi, selanjutnya klik Cetak. 
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13) Dokumen hasil cetakan tersebut berupa Daftar Bukti Pemotongan 
PPh 23 (Lampiran 23), SPT Induk PPh 23 (lampiran 24), dan Bukti 
Pemotongan per transaksi (Lampiran 22). Daftar Bukti Pemotongan 
PPh 23 dan SPT Induk PPh 23 akan dilampirkan saat lapor pajak ke 
KPP. Sedangkan untuk Bukti Pemotongan per transaksi akan 
menjadi arsip bagi WP rekanan. 
c. Membuat salinan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 untuk lapor ke KPP 
dan sebagai arsip 
Sama halnya seperti PPh 22, tujuan dari penggandaan SSP PPh 23 ini 
akan digunakan sebagai dokumen pendukung saat lapor pajak ke KPP 
dan juga sebagai arsip instansi, langkah-langkahnya adalah sebagai 
berikut: 
1) Mula-mula praktikan mengambil semua SSP PPh Pasal 23 dari 
odnernya masing-masing secara per bulan. 
2) Kemudian  praktikan  memisahkan SSP (asli) PPh 23 dari dokumen 
transaksi lainnya. 
3) Setelah itu praktikan menggandakan SSP tersebut sebanyak dua 
rangkap sesuai tujuan yang telah dijelaskan diatas. Jumlah SSP yang 
digandakan tersebut haruslah sama dengan jumlah transaksi PPh 23 
yang telah diinput pada aplikasi eSPT.  
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3. Membuat dokumen penyampaian SPT PPN 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas 
transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi 
atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). 
Pemungutan PPN sebenarnya dapat dilakukan oleh beberapa pihak, seperti 
oleh BUMN, kontraktor dan bendaharawan pemerintah. Pemungutan PPN 
oleh bendaharawan pemerintah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia no. 563/KMK.03/2003.  
Pemungutan PPN secara umum dimulai dari pihak rekanan menerbitkan 
faktur pajak dan membuat SSP atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak 
(BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut PPN. Faktur pajak adalah 
bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang 
melakukan penyerahan BKP atau JKP, kode seri faktur pajak yang digunakan 
adalah 02, yang berarti penyerahan BKP/ JKP kepada pemungut PPN 
bendahara pemerintah yang PPNnya dipungut oleh bendahara pemerintah.  
Bendahara Pengeluaran BKN akan menyetorkan PPN tersebut ke kas 
negara melalui KPPN. PPN yang telah disetor oleh pihak BKN tidak akan 
diperhitungkan lagi. Sebagai bukti bahwa PPN tersebut telah dilaporkan oleh 
pihak BKN ke KPP, maka pihak ketiga akan mendapatkan SSP lembar kesatu 
dan ketiga. Tarif PPN yang digunakan adalah sebesar 10%. Cara menghitung 
PPN yaitu = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif. Dalam proses penyampaian 
eSPT PPN, dokumen yang diperlukan adalah SSP PPN dan faktur pajak. 
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Untuk lebih jelas mengenai alur pembayaran PPN, praktikan akan 
menggambarkannya dibawah ini. 
 
 
Gambar III. 1 Alur Pembayaran PPN 
Sumber : Diolah oleh praktikan 
 
Contoh transaksi yang praktikan lampirkan merupakan transaksi PPN 
atas sewa kendaraan yang sesuai dengan uraian Surat Setoran Pajak (SSP) 
PPN, yang dapat dilihat pada Lampiran 25. Berikut ini merupakan tahap-
tahap yang dilakukan oleh praktikan dalam membuat dokumen penyampaian 
SPT PPN: 
a. Membuat Daftar Faktur PPN 
Dalam membuat Daftar Faktur PPN membutuhkan dokumen berupa 
SSP PPN dan Faktur Pajak, masing-masing dapat dilihat pada Lampiran 
25 dan 26. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam membuat 
Daftar Faktur PPN pada aplikasi eSPT: 
1) Praktikan membuka sistem eSPT PPN pada komputer. 
42 
 
 
 
2) Ketika sistem eSPT PPN sudah terbuka, lalu akan muncul 
connect to database pilih “DB1107PUT”. Setelah itu login di 
sistem eSPT PPN (Lampiran 27). 
3) Kemudian pilih menu Input Data, klik Daftar Faktur 1107 PUT. 
4) Selanjutnya atur Masa Pajak sesuai transaksi yaitu 02 – 2019 
(Februari 2019). 
5) Setelah mengatur Masa Pajak, klik Baru pada sisi bawah layar. 
6) Dilanjutkan dengan mengisi form, Jenis Lampiran diisi dengan 
opsi pertama yaitu Lampiran 1, Jenis Transaksi diisi dengan opsi 
pertama yaitu PPN & PPnBM yang dipungut melalui KPPN, 
Status Transaksi diisi dengan opsi kedua yaitu Penyerahan 
kepada pemungut Bendaharawan, dan Dokumen Transaksi 
diiisi dengan opsi pertama yaitu Faktur Pajak Standar. 
7) Kemudian pilih NPWP rekanan sesuai faktur pajak. yaitu CV. 
Bastian Fahreza. Faktur Pajak dapat dilihat pada Lampiran 26. 
8) Selanjutnya isi Tanggal Faktur sesuai faktur pajak, yaitu 
06/02/2019 dan Tanggal Bayar Tagihan diisi sesuai dengan 
Tanggal SP2D, yaitu 20/02/2019. 
9) Lalu isi nominal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai nilai yang 
tertera pada Faktur Pajak yaitu sebesar Rp. 7.270.000. Nilai 
PPN akan terisi secara otomatis dan harus disesuaikan dengan 
nominal yang ada di faktur pajak senilai Rp. 727.000. 
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10) Selanjutnya isi Tanggal Setor PPN sesuai dengan Tanggal Bayar 
Tagihan, kemudian klik Simpan, untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada Lampiran 28. 
11) Apabila proses pengisian Daftar Faktur SPT PPN pada aplikasi 
eSPT  untuk masa pajak Februari 2019 telah selesai, langkah 
selanjutnya adalah mencetak hasil pekerjaan tersebut. Caranya 
dengan pilih menu SPT Tools, klik Menu Cetakan, ubah masa 
pajak dan tahun pajak menjadi “Februari 2019” (Lampiran 29). 
12) Selanjutnya, praktikan menceklis opsi SPT 1107 PUT Induk, 
kemudian klik Cetak. 
13) Dokumen hasil cetakan tersebut berupa PPN Induk (Lampiran 
30). PPN Induk tersebut akan dilampirkan pada saat lapor pajak 
ke KPP. 
b. Membuat salinan Surat Setoran Pajak PPN dan Faktur Pajak untuk 
lapor ke KPP dan disimpan sebagai arsip 
Sama halnya seperti PPh 22 dan PPh 23, Tujuan dari 
penggandaan SSP PPN dan faktur pajak ini nantinya akan digunakan 
sebagai dokumen pendukung saat lapor pajak ke KPP dan juga 
sebagai arsip instansi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 
1) Praktikan mengambil semua SSP PPN dan Faktur Pajak dari 
odnernya masing-masing secara per bulan. 
2) Kemudian  praktikan  memisahkan SSP (asli) PPN dari 
dokumen transaksi lainnya. 
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3) Setelah itu praktikan menggandakan SSP PPN dan faktur pajak 
tersebut sebanyak dua rangkap sesuai tujuan yang telah 
dijelaskan di atas. Jumlah SSP yang digandakan tersebut 
haruslah sama dengan jumlah transaksi PPN yang telah diinput 
pada aplikasi eSPT. 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama kegiatan PKL berlangsung banyak hal yang praktikan peroleh, dalam 
pelaksanaan PKL tersebut tentunya tidaklah selalu berjalan lancar, beberapa 
kendala juga praktikan temui di tempat praktik kerja. Berikut ini adalah beberapa 
kendala yang dihadapi oleh praktikan: 
1. Tidak adanya koneksi internet pada komputer praktikan menjadi kendala 
teknis saat melakukan penyampaian eSPT. Hal itu dikarenakan praktikan 
membutuhkan koneksi internet untuk mengakses nomor dan tanggal 
SP2D dari aplikasi SPAN, serta uraian pembayaran pada dokumen SSP 
yang seringkali tidak rinci. 
2. Pada saat menginput bukti potong PPh 23, praktikan menemukan 
beberapa jenis transaksi dengan nama rekanan, nilai pajak dan objek 
pajak yang sama, sehingga dikhawatirkan membuat praktikan 
menginputnya lebih dari sekali. 
3. Keterbatasan jumlah perangkat komputer yang bisa digunakan dalam 
bekerja juga menjadi kendala saat melaksanakan tugas. Praktikan harus 
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bergantian menggunakan komputer jikalau ada pegawai yang sedang 
meminjamnya. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Berikut ini merupakan cara-cara yang dilakukan praktikan sebagai upaya 
menghadapi kendala selama melaksanakan PKL: 
1. Dalam mengatasi tidak adanya koneksi internet pada komputer 
praktikan, saat melaksanakan tugas yang membutuhkan koneksi internet 
praktikan meminta izin kepada pegawai lain untuk meminjam 
komputernya yang memiliki koneksi internet, ketika pegawai tersebut 
sedang tidak menggunakannya. 
2. Dalam mengatasi kebingungan saat menemukan transaksi yang sejenis, 
praktikan memberikan tanda menggunakan pensil apabila transaksi 
tersebut telah diinput dan memperhatikan dengan lebih teliti, agar 
nantinya tidak terjadi double input. 
3. Untuk mengatasi kendala saat komputer praktikan digunakan oleh 
pegawai lain, praktikan memanfaatkan waktu tersebut dengan 
mengerjakan tugas lain yang tidak memerlukan perangkat komputer, 
yaitu membuat salinan SSP dan faktur pajak. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Selama pelaksanaan PKL di Badan Kepegawaian Negara tepatnya di unit 
kerja Biro Keuangan, praktikan mendapatkan banyak pengalaman dan 
pembelajaran dalam penyesuaian diri dengan lingkungan kerja yang sesungguhnya, 
khususnya di instansi pemerintahan. Dengan adanya PKL, praktikan belajar agar 
dapat disiplin waktu, lebih cepat memahami cara kerja, dapat bertanggung jawab 
atas apa yang dikerjakan, serta lebih cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan 
segala tugas yang diberikan. Maka dari itu praktikan dapat menarik kesimpulan 
mengenai beberapa hal sebagai berikut: 
1. Praktikan belajar untuk beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan 
kerja selama PKL. 
2. Praktikan dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang pernah 
didapatkan selama kegiatan perkuliahan, khususnya yang berkaitan 
dengan perpajakan. 
3. Praktikan memperoleh tambahan wawasan, ilmu, dan pengalaman dalam 
mempraktikkan ilmu perpajakan selama PKL. 
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B. Saran 
Saran yang dapat praktikan berikan kepada beberapa pihak dengan tujuan 
untuk kemajuan dan peningkatan kearah yang lebih baik, diantaranya sebagai 
berikut: 
1. Bagi Praktikan Selanjutnya 
Adapun saran bagi praktikan selanjutnya yaitu: 
a. Meningkatkan sifat inisiatif diri terhadap sesuatu hal yang belum 
diketahui untuk memperluas wawasan. 
b. Membiasakan diri dalam berkomunikasi yang baik dan sopan. 
Karena sangat membantu saat melakukan pekerjaan secara tim. 
c. Memiliki sikap tanggung jawab, teliti, disiplin, dan profesional 
dalam mengerjakan tugas, agar  tugas dan pekerjaan yang diberikan 
selama PKL dapat terselesaikan dengan  baik. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Adapun saran bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yaitu:  
a. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta agar menjalin dan 
melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan atau instansi, 
sehingga mahasiswa memiliki akses yang mudah dalam mencari 
tempat untuk melaksanakan PKL.  
b. Sebaiknya Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
menentukan jadwal PKL disaat semua mahasiswa telah selesai 
melaksanakan kegiatan belajar di kampus, agar pelaksanaan PKL 
tidak terbentur waktu dengan pelaksanaan UAS. 
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3. Bagi Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
Adapun saran bagi BKN, khususnya pada Biro Keuangan yaitu: 
a. Diharapkan pegawai Biro Keuangan BKN memberikan penjelasan 
yang mendalam tentang tugas dan fungsi dimasing-masing unit 
bagian, agar praktikan mengetahui alur kerja yang biasa terjadi 
seperti apa. 
b. Memaksimalkan fasilitas seperti perangkat komputer dan printer 
yang ada di ruangan, dengan melakukan perawatan yang baik dan 
benar, supaya dapat digunakan untuk bekerja dengan seoptimal 
mungkin. 
c. Diharapkan semua komputer-komputer yang ada telah terpasang 
berbagai sistem aplikasi yang sering digunakan dalam bekerja oleh 
para pegawai Biro Keuangan BKN, agar para pegawai dapat 
melaksanakan pekerjaannya  di komputernya  masing-masing.
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